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Profil Calon Deputi Gubernur
BI Pengganti Erwin Rijanto

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI me-
lakukanujikepatutan dankelayakan (fitand propertest)
kepada 3 (tiga) calon Deputi Gubernur Bank Indonesia
yaituJudaAgung, AidaS.Budiman, danDoniP. Joewono
pada dua hari berturut turut (7 hingga 8 Juli 2020) di
Jakarta. “Ketiga nama calon Deputi Gubernur Bank
Indonesia tersebut diajukan Presiden RI, Ir. H. Joko
Widodo kepada DPR RI sebagai calon pengganti Erwin
Rijanto yang telah berakhir jabatannya pada bulan Juni
2020,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Onny
Widjanarko melalui keterangan resminya di Jakarta,
Selasa (7/7).

Pada kandidat pertama yaitu Juda Agung yang kini
menjabat sebagai Asisten Gubernur, Kepala De-
partemen Kebijakan Makrorudensial. Juda Agung lahir
di Pontianak, pada tahun 1964. Juda menempuh pen-
didikan Teknologi Industri Pertanian pada tahun 1981
di Institut Pertanian Bogor. Melanjutkan pendidikan-
nya, Juda meraih Gelar Ph.D in Economics, University
of Birmingham pada tahun 1999 setelah meraih gelar
Master in Money Banking and Finance di universitas
yang sama tahun 1993-1995.

Jugatelah memulaikariernya di Bank Indonesia pa-
da tahun 1991 sebagai staf Urusan Ekonomi dan
Statistik, dan selanjutnya sebagai Peneliti Ekonomi
Yunior di Bagian Studi Ekonomi Makro, Struktur dan
Pengembangan Pasar Keuangan. Juda yang memiliki
banyak pengalaman di bidang riset ekonomi dan kebi-
jakan moneter pada tahun 2017, juga pernah menjabat
KepalaKantor Perwakilan BankIndonesiaProvinsiJawa
Barat, kemudian sebagai Executive Director SEAVG-
IMF di Washington sebelum menjabat sebagai Asisten
Gubernur, Kepala Departemen  Kebijakan
Makroprudensial.

PadakandidatkeduayakniAidaS. Budiman saatini
menjabat sebagai Asisten Gubernur, Kepala Depar-
temen Kebijakan Ekonomi dan Moneter. Aida S.
Budiman lahir di Bogor pada tahun 1965. Setelah men-
empuh pendidikan Sosial Ekonomi Pertanian
Agribisnis di Institut Pertanian Bogor pada tahun 1983,
Aidamelanjutkan pendidikan di University of Southern
California pada tahun 1994 hingga meraih gelar MA in
Economics, dan menambah gelar Ph.D pada tahun
2001 setelah menjalani pendidikan di Claremont
Graduate University, USA.

Mengawali karier pada tahun 1991 sebagai staf
Analis Inflasi dan Proyeksi Perekonomian Indonesia,
Aida memiliki banyak pengalaman di bidang perumu-
san kebijakan moneter, internasional, dan baurannya
dengan kebijakan reformasi struktural.

Aida pernah menjabat sebagai Wakil Direktur
Eksekutif, International MonetaryFund, South East Asia
Voting Group office, mewakili 13 negarayangtergabung
dalam SEAVG office terutama untuk isu capital flows
management dan impilikasinya bagi negara berkem-
bang. Sejak berkarier di Bank Indonesia, Aida telah
memiliki pengalaman baik di kancah internasional
maupun nasional. Pada tahun 2010-2012, Aida bertin-
dak sebagai perwakilan dari 13 negara yang bergabung
dalam kantor SEAVG guna menyuarakan aspirasi dan
kepentingan di IME.

Kandidat ketiga yakni Doni P. Joewono yang kini
menjabat sebagai Direktur Eksekutif, Kepala
Departemen Sumber Daya Manusia. Doni Primanto
Joewonolahirpadatahun1965diSurabaya. Menempuh
pendidikan Ekonomi dan Studi Pembangunan
Universitas Sebelas Maret (UNS) pada tahun 1988, Doni
melanjutkan pendidikan pasca sarjana di Universitas
Indonesia jurusan Administrasi pada tahun 2004.

Doni memulai karirnya di Bank Indonesia sebagai
analisdi Departemen Pengelolaan Moneter padatahun
1991 dan melanjutkan karir di bidang statistik. Pada
tahun 2005-2008 Doni diberikan kesempatan untuk
menjadi Peneliti Ekonomi Senior di Kantor Perwakilan
BI London, dan kembali bertugas di Jakarta di
Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter. @bari

Empat Bank Ajukan
Dana Talangan PEN
NERACA

Jakarta - Sekretaris Kementerian Koperasidan UKM
Rully Indrawan mengatakan, hingga saat ini ada empat
‘bankyangisngajukan klaim danatalangan dalam pro-
gram pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk pem-
biayaan sektor UMKM. Rully Indrawan mengatakan
keempat bank tersebut adalah BRI, BNI, Mandiri, dan
BPD Kaltimtara. "Sebagai kuasa pengguna anggaran
(KPA) kami terus mendorong agar bank-bank penyalur
KUR agar segera melakukan klaim program PEN;” kata
Rully, seperti dikutip Antara, kemarin.

Ia mengatakan, jika tidak ada klaim yang diajukan,
maka akan terjadi potensi keterlambatan pembayaran
pemerintah atas biaya-biaya yang dikeluarkan bank
penyalur. "Sementara Presiden Joko Widodo secara
tegas meminta agar kementerian dan lembaga mem-
percepat realisasi dan pencairan dana PEN khusus
KUMKM yang dipatok sebesar Rp123,46 triliun,” kata
Rully.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan, se-
lama pandemi COVID-19 pihaknya melakukan tiga
langkah strategis. Yaitu, langkah penyelamatan pelaku
UMKM, implementasi program PEN, dan tetap
menyalurkan kredit UMKM selama pandemi COVID-
19. "Selama lima bulan pandemi ini, BRI sudah
menyalurkan KURsebesarRp56triliun, daritargetsebe-
sarRp120triliun. Kamioptimistis, KUR akantersalurkan
seluruhnya hingga akhir tahun,” ucap Supari.

Bagi Supari, ketika aktivitas ekonomi masyarakat
sudahkembalimenggeliat, UMKMharusditopangden-
gan permodalan baru. @bari

KERJASAMA JAMINAN KREDIT MODAL KERJA : Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo (keempat kanan) dan Direktur Utama
PT Jamkrindo Randi Anto (ketiga dari kiri) mengangkat tangan simbol jempol usai menyaksikan penandatanganan kerja sama
penjaminan kredit modal kerja untuk usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional
(PEN) di kantor PT Jamkrindo, Jakarta, Selasa (7/7/2020). Penandatanganan perjanjian kerja sama dilaksanakan PT Jamkrindo
dan PT Askrindo sebagai Lembaga penjamin yang ditugaskan oleh pemerintah dengan bank penyalur kredit untuk stimulus
menggerakkan perekonomian ekonomi yang terdampak pandemi covid-19.

Kocok Ulang Pimpinan OJK dan BI

Jakarta - Ketua Komisi XI DPR Dito
Ganinduto mengatakan pihaknya akan
mengevaluasi kepemimpinan di Bank
Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan
(OJK), bahkan tak ragu untuk melakukan ko-
cok ulang atau penggantian kepemimpinan
jika tak ada perbaikan kinerja secara sig-
nifikan dalam penanganan pandemi COVID-

19.
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Dito mengatakan per-
timbangan tersebut juga
seiringkeputusan DPRyang
telah memasukkan Revisi
Undang-Undang  Bank
Indonesia, UU tentang
Perubahan Kedua atas UU
Nomor 23 Tahun 2009 ten-
tang Bank Indonesia ke
dalam Program Legislasi
Nasional (Prolegnas) UU
Prioritas 2020.

“Ada masalah leader-
ship, mungkin hal itu kita
perlu kaji ulang, tidak apa-
apalah sudah. Kalau perlu
kita kocok ulang kalau me-
mang masih seperti ini,
karena banyak sangat ter-
dampak dengan situasi saat
ini, mereka seharusnya ker-
ja extra ordinary di masa
seperti ini,’ kata Dito seper-
ti dikutip Antara, Selasa
(7/7).

Dito mengatakan evalu-
asi kinerja BI dan OJK harus
segera dilakukan, terlebih
karena tidak ada kepastian
kapan tekanan ekonomi

dari pandemi COVID-19 ini
akan usai. Bahkan, diamen-
gatakantakmenutup kemu-
ngkinan UU OJK juga akan
direvisi dan masuk dalam
Prolegnas tahun ini.

Dalam revisi UU BI
tersebut, Dito mewa-
canakan perubahan dalam
ketentuan yang mengatur
kepemimpinandanjugabe-
berapa peraturan. “Setiap
hari terus mutar saja pem-
bahasannya ini mengenai
Bl dan OJK. Ini ada masalah
peraturan dan leadership di
dua lembaga ini. Maka itu
peraturannya juga akan kita
ubah,” yjar dia.

Dito menyebutkan per-
aturan mengenai syarat
pemberhentian  Dewan
Gubernur BI di UU BI juga
akan menjadi salah satu
usulan revisi. “Memang su-
dah diatur pemberhentian
di UU, tapi bisa saja kamire-
visi, kami sedang mempela-
jari,” ujar Dito yang berasal
dari Fraksi Partai Golkar
tersebut.

Menurut dia, urgensi

untuk mengevaluasi kepe-
mimpinan di BI dan OJK ini
karena langkah kedua lem-
baga regulator sistem ke-
uangan itu dinilai terlalu
lamban dalam memitigasi
tekanan ekonomi akibat
COVID-19. Hal itu juga ter-
masuk dalam alotnya ke-
sepakatan untuk berbagi
beban (burden sharing)
dengan pemerintah.
“Setiap hari muter-mu-
ter, seharusnya yang diuta-
makan kepentingan rakyat,
dan pandemi ini bisa saja
terjadi hingga tahun depan,
maka itu penanganannya
harus cepat. Saya sudah bi-
langke mereka (BIdan OJK)
harus segera ” ujar dia.
Disamping itu, pemer-
intah juga diminta lebih
berhati-hati dalam men-
gambil kebijakan terkait
Otoritas Jasa Keuangan
(OJK). Sebab, langkah yang
kurang matang bisa men-
gakibatkan berbagai ma-
salah baru di tengah kondisi
perekonomian yang sedang
kesulitan akibat pandemi
covid-19. "Pemerintah agar
melakukan pembenahan
dan reformasi dalam tubuh
OJK, bukan mengalihkan
fungsinya ke Bank Indo-
nesia (BI)," kata Wakil Ketua
MPR RI dari Fraksi De-
mokrat, Syarief Hasan.
Menurut Syarief, mes-
kipun kinerja OJK belum
sesuai harapan, namun bu-
kanalasantepatuntukmen-
galihkan kebijakannya ke

BI, karena akan membu-
tuhkanwaktu, pikiran, ener-
gi, dan dana cukup besar
yang harusnya difokuskan
pada Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN). "Wacana
pengalihan ini dapat men-
jadikan industri keuangan
menjadi terdistraksi di ten-
gah hantaman pandemi
covid-19," ungkapnya.

Selainitu,lanjutdia, ren-
cana pengalihan ini juga
berpotensi menggerus ke-
percayaan investor karena
seolah-olah tidak ada ke-
percayaan jangka panjang
terhadap kelembagaan ne-
gara yang mengurusi pen-
gawasan keuangan.

Beberapa waktu ter-
akhir, pengawasan keuan-
gan diwacanakan akan dial-
ihfungsikan dari OJK ke BI,
lantaran OJK dianggap ku-
rang mampu melakukan
pengawasan keuangan.

Anggota Majelis Tinggi
Partai Demokrat ini lantas
kembali mengingatkan tu-
juan pembentukan OJK,
yang mana OJK merupakan
bagian dari upaya pemerin-
tah dan DPR RI dalam
melakukan reformasi
keuangan waktu itu. "Meski
lembaga ini baru dibentuk
padatahun2011melaluiUU
Nomor 21 Tahun 2011, na-
mun cita-cita pemben-
tukannya sudah ada sejak
krisis moneter 1998/1999,"
ujarnya. @bari

Skema Bagi Beban BI dan Kemenkeu

Jakarta - Kementerian
Keuangan dan Bank
Indonesia melakukan ker-
jasama yang dituangkan
dalam Surat Keputusan
Bersama (SKB) bagi beban
atau burden sharing dalam
penanganan covid19. Men
teri Keuangan Sri Mulyani
menyampaikan ada tiga
skema yang disiapkan.

“Kebijakan fiskal dan
moneter diletakkan dalam
posisi sejajar sebagai penja-
ga dan pengelola ekonomi
Indonesia agar tidak hanya
terpaku kondisi COVID-19
namun juga berpikir dalam
mengelola jangka menen-
gah dan panjangsecara pru-
dent, sustainable, dan hati-
hati,” kata Sri Mulyani,
seperti dikutip Antara, ke-
marin.

SriMulyanimengatakan

biaya penanganan COVID-
19 yang mencapai Rp695,2
triliun telah tertuang dalam
Peraturan Presiden Nomor
72 Tahun 2020 dan terdiri
dari beberapa kategori yaitu
public goods/benefit serta
non-public goods/benefit.
Pembiayaan public goods
terdiri dari pembiayaan di
bidang kesehatan Rp87,55
triliun, perlindungan sosial
Rp203,9 triliun, serta sek-
toral kementerian/lembaga
danPemdaRp106,11 triliun.

SriMulyanimenyatakan
ketigaposdengantotalpem-
biayaan Rp397,56 triliun
tersebut dilakukan melalui
penerbitan Surat Berharga
Negara (SBN) yang lang-
sung dibeli oleh BI dengan
suku bunga acuan sebesar
reverse repo rate yang selu-
ruhnya akan ditanggung
oleh BI juga. “Sehingga be-
ban bunga bagi pemerintah

untuk SBN khusus yang
diterbitkan dengan private
placement untuk pemerin-
tah nol persen dan BI sebe-
sar reverse repo rate,
ujarnya.

Kemudian Sri Mulyani
mengatakan untuk belanja
yang bersifat non-public
goods/benefit yaitu dukun-
gan dunia usaha UMKM
Rp123,46 triliun dan Kor po-
rasi non-UMKM Rp53,57
triliun akan dilakukan
melalui penerbitan SBN di
pasar dengan kesepakatan
sukubungapasardibagidua
antara pemerintah dan BL

Ia menjelaskan pemer-
intah akan menanggung
suku bunga satu persen di

bawah reverse repo rate BI,
sedangkan BI menanggung
bunga antara satu persen di
bawah reverse repo rate
hingga market ratenya. “Dia
diterbitkan dipasartradable
dan marketable maka peme
rintah dan BI sepakat suku
bunga pasar akan dibagi
dua. Ini dilakukan melalui
mekanisme market,”
ujarnya.

Selanjutnya, untuk be-
lanjalain yang terkaitinsen-
tifusaha dan belanja-belan-
ja komitmen pemerintah
sebesarRp328,87triliunma-
ka SBN akan diterbitkan
melalui mekanisme pasar
dan seluruh suku bunga di-
tanggung pemerintah. @ bari

OJK Siapkan Kebijakan
Relaksasi Lanjutan

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) siap mener-
bitkan kebijakanrelaksasilanjutan untukmempercepat
pemulihan ekonomi domestik.

"OJK tengah menyiapkan berbagai kemungkinan
untuk mengeluarkan kebijakan relaksasilanjutan men-
genai jangka waktu restrukturisasi, batas minimal pem-
berian kredit, serta dukungan kepada sektor ekonomi
yang menjadi pengungkit bergerak kembalinya per-
tumbuhan ekonomi," kata Ketua Dewan Komisioner
OJK Wimboh Santoso dalam keterangannya di Jakarta,
Selasa (7/7).

Sebelum ini, OJK telah mengeluarkan berbagai ke-
bijakan yang diawali dengan relaksasi restrukturisasi
kredit yang sampai dengan posisi 29 Juni 2020, realisasi
restrukturisasikreditsecarakeseluruhandiindustriper-
bankan sebesar Rp740,79 triliun untuk 6,56 juta debitur
UMKM dan Non UMKM.

Dari jumlah tersebut, realisasi restrukturisasi untuk
UMKM sebesar Rp317,29 triliun untuk 5,29 juta debitur
dan non-UMKM sebesar Rp423,5 triliun untuk 1,27 ju-
ta debitur.

Sementara restrukturisasi pembiayaan di perusa-
haan pembiayaan, per 30 Juni total outstanding restruk-
turisasi sebesar Rp133,84 triliun dengan 3,74 juta kon-
trak disetujui, sedangkan 451.655 kontrak masih dalam
proses persetujuan.

Dikatakan, OJK juga telah melakukan pertemuan
dengan perbankan dan para pelaku usaha di sektor ri-
iluntuk memfasilitasi (link and match) kebutuhan sek-
tor riil untuk kembali menggerakkan kegiatan ekono-
mi dengan memanfaatkan penempatan uang negara
sebagaimana yang telah diatur dalam PMK Nomor 70
Tahun 2020.

Pelaksanaan pemberian kredit modal kerja untuk
menggerakkan sektorriilkhususnyauntukUMKM den-
gan program penjaminan sebagaimana yang telah
diatur dalam PMK Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha
Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan
Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

OJK pun melakukan sejumlah penyegaran pegawai
di lingkungan satuan kerja agar dapat mengakselerasi
kebutuhan penanganan pandemi COVID-19.
Penyegaran tersebut meliputi pelantikan dan serah ter-
ima pejabat yang dilakukan Selasa (7/7) termasuk
melakukan mutasi dan promosi terhadap 369 jabatan
baik di kantor pusat maupun kantor daerah.

Menurut Wimbobh, seiring dengan penanganan kri-
sis kesehatan yang berdampak kepada kondisi
perekonomian, OJK telah bahu membahu dengan pe-
merintah, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin
Simpanan (LPS) untuk menjaga kestabilan sistem
keuangan. ebari

Bunga Bank Diminta
Turun Jadi Satu Persen

Jakarta - Wakil Ketua MPR Fadel
Muhammad meminta pemerintah segera
membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan
menengah (UMKM) dengan menurunkan
bunga bank hingga menjadi satu persen,
sebagai stimulus pemulihan ekonomi aki-
bat COVID-19 dapat berjalan lebih cepat.

"Apabila pemerintah mau mengambil sikap seper-
ti itu, saya yakin pemulihan ekonomi tidak akan sam-
pai tiga tahun seperti yang diprediksikan," kata Fadel
dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (7/7). Hal itu
dikatakannya dalam Diskusi Empat Pilar dengan tema
"Adaptasi New Normal" di Media Center, Kompleks
Gedung MPR/DPR R, Jakarta, Senin (6/7/2020).

Menurut dia, saat ini hampir semua pengusaha
dalam keadaan yang sulit dan tidak likuid karena tan-
pa adanya keberanian dari pemerintah memberi sub-
sidi, maka perekonomian tidak likuid. Ia memperki-
rakan pemerintah hanya perlu dana Rp200 triliun un-
tuk menyuntik bunga bank, namun perekonomian na-
sional akan segera pulih dalam waktu singkat.

Fadel menjelaskan dirinya ketika menjadi Ketua
Komisi XI DPR RI berupaya menurunkan bunga bank
dari 22 persen menjadi 11 persen, dengan langkah itu,
perekonomian bisa lebih cepat tumbuh. "Itu saya yang
punya ide, saat itu harus berbicara dengan Menteri
Keuangan dan membahas dengan anggota Komisi XI
DPR RI. Dalam pertemuan-pertemuan yang ada kita
dorong agar ada subsidi bunga bank," katanya.

Dia menjelaskan, saat itu pemerintah tidak berani
mengeluarkan subsidi untuk bunga bank sebab selama
ini yang ada adalah subsidi listrik, BBM, dan lainnya.
Namun, menurut dia, setelah melalui proses akhirnya
turun juga subsidi bunga bank sebesar Rp16,8 triliun,
dan saat ini bunga bank disebut tinggal sebesar tujuh
persen. @bari

AN0-
\“. U "1

PT INTEGRA
@]ry INDOCABINET TBK
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REVISI
PENGUMUMAN
PENUNDAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
&
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Harum Energy Thk.

(“Perseroan”)

Merujuk kepada Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (‘RUPST’)
dan Rapat Umum Pemegang Saham (‘RUPSLB’) Perseroan Tahun 2020 yang telah
diiklankan di surat kabar Harian Ekonomi Neraca serta telah diumumkan di situs web
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (‘KSEI") dalam hal ini Electronic General Meeting
System KSEI (eASY.KSEI), Situs Web Bursa Efek Indonesia, dan Situs Web Perseroan
(www.harumenergy.com) pada tanggal 23 Juni 2020, Direksi Perseroan dengan ini
menyampaikan kepada para Pemegang Saham bahwa RUPST dan RUPSLB Perseroan
Tahun 2020 yang semula akan dilaksanakan pada hari Kamis, 30 Juli 2020 ditunda
pelaksanaannya hingga jangka waktu yang akan ditentukan kemudian.

Sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/
POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka, Perseroan akan melakukan Pengumuman, Panggilan, dan Mata
Acara Rapat yang akan diumumkan pada surat kabar Harian Ekonomi Neraca, situs
web penyedia jasa e-RUPS dalam hal ini pada sistem eASY.KSEI, situs web Bursa Efek
Indonesia, dan situs web Perseroan.

Jakarta, 8 Juli 2020
Direksi Perseroan

SINGLETERRA

PT SINGLETERRA TBK (”Perseroan”)
PENGUMUMAN KEPADA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diumumkan kepada pemegang saham PT Singleterra Tbk
(“Perseroan ") bahwa, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada Jumat, 14 Agustus 2020.

Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas Electronic General
Meeting System yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(eASY.KSEI) dan dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan Pemerintah
Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait penanganan pandemi Covid-19.

Pemanggilan kepada pemegang saham dan agenda Rapat akan diumumkan
melalui surat kabar harian pada pada Kamis, 23 Juli 2020 sesuai dengan
ketentuan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan juncto Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
(“POJK 15/2020”).

Yang berhak menghadiri Rapat tersebut adalah para pemegang saham
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
Rabu, 22 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Usulan agenda dari para Pemegang yang memenuhi persyaratan Pasal 12
ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 16 ayat 1 POJK 15/2020
akan dimasukan dalam Rapat. Setiap usulan tertulis tersebut harus sudah
diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum
tanggal Pemanggilan Rapat yaitu pada Kamis, 16 Juli 2020.

Jakarta, 8 Juli 2020

PT SINGLETERRA, TBK.
Direksi

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. INTEGRA INDOCABINET Tbk
(“PERSEROAN”)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal
14 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor
15/POJK.04/2020 (untuk selanjutnya disebut “POJK 15/2020”), dengan ini Direksi
Perseroan mengumumkan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) yang akan diadakan pada hari Jumat,
14 Agustus 2020. Pemanggilan Rapat akan dimuat dalam surat kabar harian, situs web
Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia pada hari Kamis, 23 Juli 2020.

Pemegang saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah Para
Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada
hari Rabu, 22 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek
Perseroan dan/atau Pemilik Saham Perseroan pada penitipan kolektif PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek
Indonesia hari Rabu, 22 Juli 2020.

Setiap usulan mata acara Rapat dari Para Pemegang Saham akan dimasukkan dalam
acara Rapat tersebut jika memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (8) Anggaran Dasar
Perseroan juncto Pasal 16 POJK ayat (1) dan (2) POJK 15/2020, selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari sebelum tanggal panggilan Rapat.

Perseroan berencana menyelenggarakan Rapat dengan menggunakan fasilitas
elektronik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk ketentuan
pemerintah terkait pencegahan penyebaran virus corona (Covid-19). Informasi detail
terkait mekanisme pemberian kuasa prosedur kehadiran dan prosedur lainnya terkait
penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam pemanggilan Rapat.

Sidoarjo, 8 Juli 2020
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PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk.
Berkedudukan di Jakarta Selatan
(“Perseroan”)

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan
bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan (“RUPST”) pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 14 Agustus 2020
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Mayapada Tower Il Lantai 9

JI. Jenderal Sudirman Kav 28

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan
dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020
tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020"),
Pemanggilan RUPST akan dimuat dalam surat kabar harian
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web bursa
efek, dan situs web Perseroan pada tanggal 23 Juli 2020.

Para Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dan
memberikan suara dalam RUPST tersebut, hanyalah mereka yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di
Biro Administrasi Efek Perseroan, PT. Adimitra Jasa Korpora, yang
beralamat di Rukan Kirana Boutique Office, JI. Kirana Avenue Il
Blok F3 No 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, telp (021) 29745222,
Fax : (021) 29289961, pada tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan
pukul 16.00 WIB.

Perlu diketahui bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat 10 dan ayat 11
Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, Pemegang saham
dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada
Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS,
dan Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat
adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20
(satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara.

Jakarta, 8 Juli 2020

PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk.
DIREKSI




